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BI'PATI IIALM.,ATIERA BARAT
JAILOLO

PERATIIRAN BT'PATI IIALMAIIERA BARAT
NOMOR ,Z TAHI'N 2015

TENTAIIG

PETTIISJIJI( TII(}IIS
PELIIXSIINAAN DANA DESA

KABI'PATEN IIALMATITRA BARAT
TAIII'N 2OL5

BIIPATI HALMAIIERA BARAT,

bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sebagai satatr satrr sumber pendapatan
desa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2Ot4
tentang Desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa,
maka untuk pengelolaan Dana Desa perlu diatur kedalarn
prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali yang tertuang dalarn
Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
humf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk reknis Pelaksanaan Dana Dbsa Kabupaten Halmahera
Barat Talrun Anggaran 2015;

U:rdang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun tgSZ tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat II dalam witayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 8 Tahun lg74 tentang pokok-pokok
Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-unaang
Nomor 43 Tahun 1999;

undang-undang Nomor 46 Tatrun 1999 Tentang pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Burrr dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;

undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halrnahera utara,Kabupaten Halmatrera selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa;

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oos tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oor tentang pembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintatran Daerah Kabupaten / Kota;
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Memperhatikan

lO.Perattrran Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2ol+ tentang Peraturan
Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 talrun 2oL4 tentang Desa ;

rl.Peraturan Pemerintah Nomor 22 ta}attr. 2015 tentang perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tatrun 2015 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2or4 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Pereturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07l2ols tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa;

Register Biro Hukum dan Flak Azasi Manusia Sekretariat
Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten
Halmahera Barat tahun 2015.

MEMI'TUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETTINJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalern Peraturan Ehrpati ini, yang rtirngftssd dengan :

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
Pemerintatran Daerah adalah penyelengga-raan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentuan
dengan prinslp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebageimana r{irnaksu6
dalarn Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 20lS.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daeratr sebagai
unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Kepa1a Daeralr adalah Bupati Halmahera Barat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Ralcyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintatran Daerah Kabupaten Halmatrera Barat.
Kecarnatan adalah Wilayatr Kerja Camat sebagai Perang!<at Daerah Kabupaten
Halm.atrera Barat.
Carnat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten
flalrnahera Barat.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yaurLg memiliki batas-batas wilayatr
yang berqrenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dala6
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala
Desa dan perangkat.

lo.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perang!<at Desa sebagai unsure
Penyelenggara Pemerintatran Desa.

1l.Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan
berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

l2.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

l3.Peratrrran Desa/peraturan yang setingt<at adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat Badan Perrrusyawaratan Desa atau nama lainnya
bersama Kepala Desa atau nama lairurya.

l4.Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum
dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalarn pelaksanaan Peraturan Desa.

l5.Dana Desa yang selarriutrrya disebut Dana Desa adalatr dana yang dialokasikan
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l6.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satrr) tahun.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Keg1atan Pembangunan Desa untuk ja:rgka
waktu 6 (enarrr) tahun.

l8.Pengelolaan Keuangan Desa adalatr keselumhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, peng€rnggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban
dan pengawasan keuangan desa.

lg.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalatt
rencana tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perrrusyawaratan, Desa dan ditetapkart
dengan Peratrrran Desa.

2o.Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.

2l.Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutrrya disebut PTPKD
adalah peranglat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

22.Beradahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungiawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana tertuang dalarn lampiran I dan II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Republik Republik Indonesia yang selanjutnya dijabarkan dalarn Peraturan Bupati.

Pasal4

Hal-haf yang belum diatur dalarn Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PeJabat Panf
,

Selrretaris Daerah I
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum 17
Kepala BPMD Tq/nu
Kabag.Hukum & Organisasi w
Diundangt<an di Jailolo

2015
,ATEN HALMAHERA BARAT

AN SOFYAN. MT

BERITA IGBUPATEN FIALMAHERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR...
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I.AMPIM}.I PERATURAI'[ BIJPAII HAIN,IATIERA BARAT
NOMOR 12 TAHT,'N 2015
TANGGAL 3 /wP>t(t^,s 2ol5/

P@OUAIT PEUIrSAITAAII DAITA DESA

I"ATAR BEI"AKAIiIG

Maksud diberikan Dana Desa adalah unhrk meodukung pembiayaart

program Petnerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan
anaan pembangunan, Pembinaan

masyarakat.

Tujuan Daaa Desa adalah :

Menanggulang kemiskinan dan mengurangi keseqjangan
fvfening[atkan Perencanaan dal penganggaran pembalgunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
lvteningkatkan pembangunan infrastmlirtur perdesaan'
Ueninit<attan 

- 
pengamafan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya

dalam-rangla newujudkan >nirrslcatan sosial;
Meningt<atkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Uenin[katkan pelayanan masyarakat dala- rangka mengembang]<art

kegiatan socsal dan ekonomi masyarakat;
Mirdorong peningiatan keswadayaan dan gotong-royong

masyarakat;
fr{erringkatkan perrdapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes).

RUAI.IG LINGKUP

PENGORGAITISASIAI|

Guna merrunjang aktifitas Dana Desa dibentuk Tim sebogai berikut :

1. Tingkat kabuPaten.

Tim fasilitasi Ehrpati terdiri dari
pejabat dan SKPD) terkait dart

mempunyai trrgas :

a. wtitatsan"E , sosialisasi pedoman urnllm, keb{iakan dan informasi
mengenai Dana Desa.

b. MeneLpkan besaral Dana Desa yang diterima Desa berdasarkan
rumusan yang telatr ditetapkan dan ketentuan yartg berlalru.

c. Melakukan fasilitasi penyaluran Dana Desa
d. Melakgkan kegiafi pembinaan, monitoring secar4- sampling

berdasarkan laporal dari-Kecamatan terhadap pelaksanaan D_ana Desa;

e. Melaktrkan fa"ifltrsi pemecatran masa]atr dalam pelaksanaan ?*" Desa

f. Membanttr Tim pendamping kecamatan Tim Pendamping kecamatan
dalam memberikan pelatihan.orientasi kepada Tim Pelaksana Desa

g. Memberikan lalrcranpelaksanaan Dana Desa kepada Ehrpati-

2. Tingkat Kecamatan

Tim Pendanping Kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri dari
Camat dan Staf yang ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati Halmahera
Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :
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Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa
Memverifikasi dan merekapihrlasi rencana penggunaan Dana Desa

Meneruskan usulan pericairan Dana Desa dari Desa y*g telah

memenutri persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati;

Memfasilitasi upaya pemecahan masalatr dalam pelaksanaan Dana Desa;

ftf.rry..""tt laporan Semester realisasi p€nggunaan Dana

Desa;
Men5ir.rsun rekapitulasi laporan perkembangafl pelaksafiaat kegiatart

Dana Desa kepada Tim Fasilitasi l(at paten
Melakukan p"hUinrrn dal monitoring pelaksalaal Dala Desa;

Mengioordinir penyelesaian surat Pertanggung Jawaban penggunaan

Dana Desa.

3. Tingkat Desa
pi tingtat Desa terdapat Tim Pelaksana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan'

a. Tim Pelaksana Desa.
Kepala Desa, Selsetaris Desa s kan

dengan KePutrrsan KePda Desa ,

1). Menyusun rencana Penggunaan Dana Desa dengan mengacu

dokuman RKPDes aan trasit musyawarah Rencana Pembangunan

Desa (Musrenbangdes) tatrun sebelumnya'
2). Mengadministrasikarr )enggunaanr Keuarrgarr darr

memPertanggungiawabkan P Desa;

3). Melatrukan pemantauan, pe pengawasan- terhadap

pelaksanaarr' kegiatan yang bersumber dari Dana

Desa;
4). Metraporkan perkembangan nelalunaan kegiatan dan la1rcran

semester atas penggunrio O^o^ Desa secara berkala kepada- Jim
Pendamping feiamatan dan tembusannya disampaikan kepada Tim

Fasilitasi I(abuPaten.

b. Tim Pelaksana Kegiatan. 
darr ,nsur tokoh
yang ditetaPkart

agai berikut :

1). Merencanakan dan melaksanakan kegiatan '
2i. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatart

Pelaksana-
3). Mempertanggung jawabkan keuangan kegiatan '

a.
b.
c.

d.
e.

f.

g-

h.

kepada Tim

C. PELAITSAITAAN

1. PRINSIP-PRINSIP PENGELOI,AAN DANA DESA :

a.DanaDesayangbersumberdariAPBNdigunakanu$uklendanai
pelaksanaan asal usul dan kewenangan

iokal berskal oleh Desa'

b. p"rt" p"""Eprioritaskal untu belarrja pembangUnan dan

PemberdaYaan masYarakat Desa'
c. rang dalot. prioritas belarrja Desa yang

esa.

2. SASARAN

Sasaran Dana Desa adalatr :

a. penggunaan Dana Desa unhrk pembangunan Desa dialokasikan untuk

-"rr".p"i tujual pembangunan pesa yaitu meningfatkan kesejahtera'an



3.

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangart
kemiskinan, melalui:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan ling!<ungan secara

berkelanjutan.

PENGGUNAAN DA.IVA DESA.

Penggunaan DanaDesa yfiig diterima oleh Desa, dialokasikan dengan rincian
sebagai berilsrt:
A. PRIORITAS PENGGI.'NAAN DAI'IA DESA UNTUK PEMBAI'IGUNAIV DESA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebuftrhan dasar
sebagaimana, meliPuti:

". 
p"ttg.mbangan pos kesehatan Desadan Polindes;

b. pengelotaan dan pembinaan Posyandu; dan

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa unhrk pembangUnan sarana dan
prasarana Desa yang dipnoritaskan untuk:
a. mendukung kedaulatan Pangan;
b. mendukung kedaulatan energi;
c. mendqkqng pembalgunan kemaritiman dal kelautal; dart

d. mendukung pariwisata dan industri'

2. Prioritas per1ggonaggn DanaDesa untuk pembangunan sarana dan
pfasarana D;a didasarkarr atas kondisi dan potensi Desa, sejalart

setiaP tatrunnYa,

b. pembangunan dan Peme
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;

d. pembangunan energi banr dan terbanrkan;
e. llembarrgunarr darr pemeliharaan sarritasi linglungan;
f. pembangunan dan pengetolaan air bersih berskala Desa;

g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

h. pembangUnan dan pemeliharaan serta pengeloLaan saluran untuk
budidaya Perikanan; dan

i. pengembangan sanana dan prasarana produksi di Desa.

3. Prioritas p"rrg;on".n Dana Desa untuk pengembangan potensi

ekonomi lok]-aiaasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalart

dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap talrunnya,
yang diarrtararrya dapat meliputi:
i. pendirian dan pengembangan BUM Desa;

b. pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa;

c. pembang""-, dan pengelolaan tempat pelelangan ikan rnilik Desa;

d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring aPung dan bagart

ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;

f. pembu"t Ir pupuk dan pakan orgarrik unhrk pertanian dart
perikanan;

g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolelrtif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan peralru;

k. pengelolaan Padang gembala;

I



1. pengembangan Desa Wisata; dart
m.-pengemb.lg* telmologi tepat guna pengolatran hasil pertarrian dart

perikanan.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
alatr, dan lirrglungan secara
dan Poten
RKP Desa
Pemndang-undangan yang berlaku;

B. PRIORITAS PENGGUNAAI{ DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN

MASYARAI(AT DESA

r dari APBN untuk PemberdaYaan
penanggulangan kemiskinan dart
daYa ekonomi, sejalan dengart
RKP Desa setiaP tatrunrrYa, Yang

a. Peninglatan lmalitas proses penencanaan Desa;

b. Mendukung kegiatarr- ekonomi baik yang dikembanglran oleh BUM

Desa -"oprl1olEh k"lo-pok usatra masyarakat Desa l,air:nya;

c. Pembentukan d.an peninglatan kapasitas Kader Pemberdayaan

MasYarakat Desa;
d. ntukan dan fasilitasi paralegal untuk

ada warga masYarakat Desa;

e. Penyelenggafaan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan

sehat;
f. dan masyarakat pengelolaan Hutan

dan
g. Peninglatalr kapasitas kelompok masyarakat melalui:

1) Kelompok usatra ekonomi produktif;
2) KelomPok PeremPuan;
3) KelomPok tani;
4f KelomPok masYarakat miskin;
5) KelomPok nelaYan;
6) KelomPok Pengrajin;
Zi felompok pemerhati dan perlindungan anak;

8) KelomPok Pemuda; dan
9) Kelompok l,ain sesuai kondisi Desa'

UEKAITISUT PENYALI'RAIT DAI{ PENCAIRAIT DAITA I'ESA

a. PenYahrran Dana Desa kePadg
rL Barat melalui Ca-at setelah

b. Kepala gpMp'-Kabupaien ti"li"t "t" 
sil"i menetals'kan kepada Kepada

sekretaris Daeratr l(abupaten Halmatrera Barat untuk mendapat

persettrjuan PenYduran
dan meneruskan berkas
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Barat.

c. Berdasarl<an persettrjuan te b' Kepala

BPIGD menerbitkan SP2D dari Kas

Daeratr ke rekening I(as Desa ;

d. setelah dala Dala Desa d.itralsfer ke rekening I(as Desa, maka Kepala Desa

;;rt rg*5g j"*"U *por"ttw", atas pengelolaan dan pelaksanaan dana

Dana Desa.



e. Penyaluran dana sebagaimana rlirnaksud dilaksanakan dengan tiga tahapart
tatrapan, meliputi :

a. Tahap | 4O%, Bulan Aprit;
b. Tahap ll4Oo/o, Bulan Agushrs;
c. Tatrap lll2Oo/o, Bulan Olrtober.

PERSIYARATAIT PEISC,.AIRAIT DAI5A DESA

Pencairan Dana Desa dilaksanakan dalam tiga tatrapan :

a. Pencairan Dana Desa Tatrap I , Surat Kepala Desa kepada Bupati
Halmatrera Barat melalui Camat dengan melampirkan :

1. RPJMDeS
2. APBDes tahun anggaran 2015.
3. RKPDes tahun anggaran 2015.
4. Re6cala Penggunaan Dana Desa Tatrap I yang telatr diverifikasi oleh

Kecamatan (form. 1).

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sesuai Rencana Penggunaan
Dana Tahap I;

6. psls [sndisi O yo

7. Kepuhrsan Kepala Desa tentang Pembenhrkan Tim Pelaksana Desa.

8. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan;

g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendatrara Desa;

lO.Foto copy rekening tabungan a.n Pemerintatr Desa'
11. Surat Penryataan Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Kepala Desa.

b. Pencairan Dana Desa TatraP II :

pencairal Dala Desa Tatrap II, Surat Kepala Desa kepada Bupati c-q Badan
pemberdayaal Masyarakat dan Desa melalui Cqrnat dengan melarrrpirkan :

1). Laporan realisasi anggaran Semester I ( Form. 2)
Z). nehcana Penggunaan Dana Desa Tahap tr qq Desa sebagaimana

Lampiran u 6or:m.11 setelah diverifikasi olehTin Pendamping
Kecamatan.

3). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sesuai Rencana Penggunaan
Dana TahaP II;

4). Foto kondisikemajuan fisik Tatrap I dengan mengetatrui Kepala Desa
(Form. 5)

5).'iandat#ma ( Kwitansi ) DanaDesaTahap I yang ditanda tangani oleh

Kepa1a Desa bermaterai;
6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap pengguna?n

anggaran b.rr" Oesatatrap II yang ditanda tangarri oleh Kepala Desa'

7) Hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (form' 4) '

c. Pencairan DanaDesaTahaP Itr.

Surat Kepala Desa p€rihal pencairan Dana Desa Tatrap III kepada Bupati
Halmahera Barat 

".i1 
a"a"n Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui

Camat dengan melanpirkan :

1). Rencana Penggunaan Dana Desa tahap Itr dari Desa sebagaimana
Lampiran tr $orm.1) setelatr diverifikasi oleh Tim pqlrlarnping

Kecamatan;
dari Desa sebagaimana Lampiran II

Tim Pendamping Kecamatan;
fisik Dana Desa dari desa sebagaimana

oleh Tim PendamPing Kecamatan;

S) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegatan sesuai Rencana Pemggunaart

Dana Tahap III;
6) Foto kemqiuan fisik Tatrap II dengan mengetahui Kepala Desa;



7) Tanda terima fkwitansi) Dana Desa tatrap II yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa bermaterai;

8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap P€lrggunaarr Dana
Desa tatrap III yang ditanda tangarri oleh Kepala Desa dengan dilampiri
copy SPJ Dana Desa tahap sebelumnya;

9) Hasit verifikasi Tim Pendamping Kecamatan (form.4) .

B. PENGAWASAIi[

1. PENGA\IIASAI.I

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa adalatr sebagaimana berilut

a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan
seketi dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan Dana
Desa. Hasil pemeriksaan dimaksud dituang dalom Berita Acara
Pemeriksaan Kas (Form. 6)

b. Pe6gawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diattrr
dalatn ketentuan perundang-undangan;

c. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap
pelaksanaan Dana Desa;

d. Fengawasal oleh Inspelrtorat Kabupaten Halrnalrera Barat sebagai
aparat pengawasan intern l(abupaten Halmatrera Barat yang merupakan
pengawasan umum terhadap pemerintahan desa

e' Pen[a*asafl oleh aparat E)engawasan eksternal sebagairnsna ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku

PERTAI''IGGLJNG JA\IIABAI'I

Pertanggung jawaban terintegrasi dangan pertanggung jawaban
peUkdaan epgo"*" sehingga bentuk pertanggung jawabal adalatt
pertanggung j awaban APBDesa.

PELAPORAI.I

a. Laporan Semester
Kepala
Kepala
Camat setiaP Semester (Form. 2) s
a. Semestei I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

2015; dan

b. Semester II, paling lambat minggu keemlrat bulan Jarruari tahun
anggarap 2976 yang menjadi persryaratan pencaira' Dana Desa

tahun angqaran 2OL6-

b. laporan Akhir

Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa, mencakup pelaksanaan
dan -penyerapan dana, masalatr yang dihadapi dall reko-mendasi
pqryeb"aian Lasit aktrir penggunaqn Dana Desa sebagaimana lampiran
fu 1form. 3) , dengan susunan sebagai berikut :

l): Pendahuluan.
Zi *ogramdan kegiatan Dana Desa/ Rencana penggunaan Dana Desa'

3). Pelaksanaan Dana Desa
4i. permasalatrara yang dihadapi dal upaya pemecatran "'asalalr.
5). Perkembangan fisik 0olo sampai dengan lOO%

6). Penutup.

2.

3.



Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3 (ketiga)

Jarruari tatrun Uerito*nya.

Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa.

Laporan Perrggunaal Dana Desa dilampiri copy SPJ dan disampeika:n
beisamaan -dengan pengsduan Permohonan penyaluran tahap

berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksalakart
meldui jalur stnrlirhrral Yaitu :

- Tim Pelaksana f)esa dan diketatrui Kepala Desa ke Tim Pendamping

Kecamatan socara bertahaP.

- Tim Pendamping Kecarnatan membuat rekapan laporan Semester dari
selunrh r"pori Tingkat Desa di wilayatrnya secara bertahap

mel,aporkarr- kepada Tim Fasilitasi Kabupaten _ c.q_ Badart

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat'

4.SAI{IGI

EEn atau PeoYalah
dengan Peraturarl

berlaktr.

VI. PENUruP

Ditetapkan di Jailolo
padatanggal 2OLs

terobosan dalarn uPaya mendorong

sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama di bidang pgngentasan

kemiskinan, penciptaan- lai.rrgal kerja, pemn-gkatan kesehatan dan

pendidikan serta-ffiuh"i tJU.rtt t ao sar"n" dan prasarana umum di

Desa

akan
yang

NAUTO II. ROBA

Petabat ParafI
Selrretaris Daeratr r
Ass.Bid. Pem, Adm &

Umum

Kepala BPMD I L7f o7-rg

Ikbag.Hukum &

Orgarrisasi fu,/

d.


